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KEPUTUSAN 
 

CAMAT AIRPURA 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NOMOR :  31  TAHUN 2022  

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN 
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR CAMAT 

AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN 
 

CAMAT AIRPURA, 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi serta untuk mewujudkan 

penyelenggaraan layanan informasi public yang efektif 

dan efesien, perlu didukung dengan standar operasional 

prosedur yang baku sebagai pedoman bagi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam 

penyediaan dan pengelolaan informasi publik;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman yang 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Camat Airpura tentang Standar Operasional Prosedur 

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah  Propinsi  Sumatera  Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1956 

Nomor  25)  Jis  Undang-Undang  Darurat  Nomor  21 

Tahun  1957(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 

Tahun 1958 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003  Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5149); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarab Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 



 

  
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 

2016 tentaNG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;. 

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

Anggaran 2022 

 

 

  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada 
Kecamatan Airpura Kabupaten pesisir Selatan, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

KEDUA : SOP yang dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari: 

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) 

b. SOP Penentapan dan Pemutakhiran DIP secara online 

c. SOP Pelayanan permohonan informasi Publik secara 

online 

d. SOP Penanganan Keberatan Atas Informasi Publik 

e. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 

f. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan 



KETIGA                      : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Airpura 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. 
 

KEEMPAT                 : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

        Ditetapkan di   : Tamuan 
        Pada Tanggal   :  25  Oktober 2022 
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